SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
pada tingkat banding dalamsidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, NIK XXXXXXXXXXX, lahir 10 September 1973, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di
Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, beralamat di Kota Cimahi, dalam hal ini dikuasakan kepada
Julian Richie, S.H., M.H., C.Me., C.L.A.,C.L.l.,, C.RA,,
C.T.L. dan Parianton Pasaribu, S.H., keduanya advokat
pada Law Office “Richie & Associate”, beralamat di jalan
Candi Intan | Nomor 1081, Pasadena, Kalipancur, Kota
Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor:
110/SK-Pdt/JR/XI/2022 tertanggal 07 November 2022,

semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
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Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi,
tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul

Awal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat
DALAM POKOK PERKARA
- Dalam Konvensi
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.275.000,- (Dua ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama
Kota Cimahi tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai. Pembanding
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2022
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut
Terbanding pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana Relaas
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding-yang dibuat oleh Jurusita
Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal
24 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kota Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon
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kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan dan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan  Agama  Cimabhi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tertanggal 03 Oktober 2022 menjadi

sebagai berikut:
MENGADILI
DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini

Diharapkan ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa,
mengadili dan memberikan pertimbangan hukum serta memberikan putusan
atas perkara ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan
yang seadil adilnya (Ex aequo et bono), berdasarkan nilai nilai keadilan,

kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi pada tanggal 28 Oktober
2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menye-
rahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 9 November 2022 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 11
November 2022 yang paka pokoknya Terbanding dahulu Tergugat mohon
Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi-Agama Jawa Barat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar

putusan:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu

Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding dahulu
Penggugat;

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra-memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori
Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi._pada tanggal 11 November
2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan
berkas perkara (inzage) pada hari Selasa, tertanggal 01 November 2022 dan
Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang
dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas
perkara banding (inzage) pada hari Selasa, tanggal 01 Novemgber 2022
dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang
dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi pada hari Jum’at, tanggal 11 November 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 November
2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran
perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan
Agama Kota Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/3730/HK.05/XI/2022,
tanggal 28 November 2022 yang tembusannya disampaikan kepada

Pembanding dan Terbanding atau Kuasanya;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan-Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan

banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal
17 Oktober 2022, sedangkan Putusan perkara a quo diucapkan pada tanggal
03 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan
dalam tenggat masa 14 (empat belas hari) kerja, sehingga berdasarkan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan
Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,
dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun 'Tingkat
Banding telah = memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum
sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan
ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan
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Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan
Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil
atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu
persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha
mendamaikan para pihak berperkara dan memerintahkan kepada para
pihak  berperkara = untuk —melakukan ‘mediasi dengan mediator
Drs. Mahbub. sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi sesuai laporan
hasil mediasi tanggal 20 Juni 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan
perdamaian, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis’ Hakim Tingkat @Banding setelah
mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor - <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi.
tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul
Awwal 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini,
utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan = Majelis
Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat. Banding akan

mempertimbangkan sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai
gugatan tidak jelas (obscuur libel) dan gugatan kurang pihak sudah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam
putusan tersebut pada halaman 40-41 dan Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat
Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut
diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan
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mengadili, maka pertimbangan akan eksepsi yang berkaitan dengan pokok
perkara mengacu pada ketentuan Pasal 136 HIR yang akan dipertimbangkan

bersamaan dengan pokok perkara;
DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tersebut
halaman 41-54, Majelis Hakim Pengadilan. Tingkat Banding berpendapat
bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar sehingga
pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan

tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti persoalan dalam perkara ini sebagaimana
diuraikan dalam posita gugatan angka 5-11 adalah tentang adanya
kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding mengenai
pengaturan beberapa hal yang berkaitan dengan harta bersama, hak
pengasuhan anak dan legalitas dari kesepakan tersebut dikuatkan menjadi
akta otentik. Dalil-dalil posita gugatan Pembanding tersebut sama sekali
tidak didukung dengan petitum untuk pembatalannya, sehingga dengan
ketiadaan petitum tersebut, maka bukti P-6 Jo. T-3 dan T-4 (vide Berita
Acara Sidang halaman 96, 133-147) tetap mempunyai kekuatan hukum

mengikat bagi semua pihak terkait;

Menimbang,  bahwa keberatan — Pembanding dalam memori
bandingnya pada pokoknya merasa tidak pernah menyetujui dan memberi
kuasa kepada Penggugat untuk menjual asset yang tercantum dalam Akta
Notaris Nomor 14 tanggal 30 Desember 2020 sebagai kesepakatan antara
Pembanding dengan Terbanding dan-Pembanding membantah telah
menandatangani Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 15 tanggal 30
Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding a quo, Majelis
Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari bukti T.4 (Akta Surat
Persetujuan dan Kuasa di hadapan Notaris Ny. Elsa, S.H., tanggal 30
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Desember 2020), maka Pembanding telah nyata memberi persetujuan dan
kuasa kepada Terbanding dan menandatanganinya, oleh karena itu dalil

kebaratan Pembanding patut untuk ditolak;
DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tersebut
pada halaman 54, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat
bahwa pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga
pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding
sebagaimana tersebut dalam _~memori bandingnnya, Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan
tesebut _merupakan pengulangan dari gugatan, replik dan kesimpulan di
Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan

benar, sehingga tanggapannya dicukupkan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada  pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat
bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai seng-
keta harta bersama yang termasuk di bidang perkawinan sebagaimana
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan = Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat
banding dibebankan kepada Pembanding;
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Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan yan berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

|. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat

diterima;

Il. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama. Kota Cimahi Nomor
<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cmi tanggal 3 Oktober 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah;

lll. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah,
oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Jeje
Jaenudin, M.S.I. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota- yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 28
November 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. H. Yusuf Effendi, S.H.
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Panitera Pengganti
Ttd.

Pipih , S.H.

Perincian biaya perkara banding:
- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi© :Rp 10.000,00

- Biaya materai ~ : Rp ~10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.
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